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Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (“UU Persaingan Usaha’) dan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010
(“PP Persaingan Usaha), tidak mengatur pengambilalihan aset. Padahal pengambilalihan aset khususnya
yang bernila signifikan dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat. K etiadaan pengaturan
pengambilalihan aset dalam kedua peraturan perundang-undangan Persaingan Usaha menyebabkan KPPU
menerbitkan peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 ("Perkom No. 3 Tahun 2019) yang salah satu ketentuannya
mengatur tentang pengambilalihan aset. K eberadaan pengaturan pengambilalihan aset dalam Perkom No. 3
Tahun 2019 menimbulkan permasalahan yuridis mengenai: (i) kewenangan KPPU untuk mengatur
pengambilalihan aset, dan (ii) harmonisasi norma dan kekuatan mengikat dari ketentuan pengambilalihan
aset dalam Perkom No. 3 Tahun 2019 tersebut. Hal tersebut karena pengaturan pengambilalihan aset dalam
Perkom No. 3 Tahun 2019 seharusnya dibuat berdasarkan perintah atau bersumber dari peraturan yang lebih
tinggi. Sementara peraturan yang lebih tinggi yaitu UU Persaingan Usaha dan PP Persaingan Usaha tidak
mengatur pengambilalihan aset. Permasalahan ini penulis teliti dengan menggunakan metode penelitian
yuridis normative dengan melakukan penelahan peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang terkait.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KPPU tidak berwenang mengatur pengambilalihan aset dan
pengaturan pengambilalihan aset dalam Perkom No. 3 Tahun 2019 tidak harmonis dengan peraturan yang
ada diatasnya dan tidak berlaku efektif.

...... Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business
Competition (“Business Competition Law”) and Government Regulation no. 57 of 2010 concerning Merger
or Consolidation of Business Entities and Acquisition of Company Shares Which Can Result in
Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (* PP Business Competition”), does not regulate the
acquisition of assets. Whereas, the acquisiton of assets, especially those of significant value, can disrupt fair
business competition. The absence of arrangements for the acquisition of assets in both of Business
Competition Laws and regulations and the importance of arrangements for the acquisition of assets, have
caused KPPU to issue KPPU's regulation No. 3 of 2019 which one of the provisions regulates the
acquisitioh of assets. The existence of provision of the acquisition of assetsin Perkom No. 3 of 2019 raises
juridical issues regarding: (i) the authority of the KPPU to formulate provision for the acquisition of assets
and (ii) harmonization of norms and binding powers of the provisions for the acquisition of assets as
regulated in Perkom No. 3 of 2019. Thisis because, the provision concerning the acquisition of assetsin
Perkom No. 3 of 2019 should be made based on orders or sourced from higher regulations, whereas the
higher regulations, namely the Business Competition Law and the Business Competition Regul ations do not
regulate the acquisition of assets. This problem examined by using a normative juridical research method by
examining the laws and regulations and related books. The results of this study indicate that KPPU does not
have the authority to formulate provisions for the acquisition of assets and provisions for the acquisition of
assets as regulated in Perkom No. 3 of 2019 is not in harmony with the existing laws and regulations and is
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not effective and has no binding legal force.



